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ABSTRACT 
 
Boxgie Agus Santoso. R100120004. Model of Legal Settlement on Children as 
Traffic Accident Offenders. Thesis: The Graduate Program in Law, 
Muhammadiyah University of Surakarta 2014. 
 
Traffic accident episodes involving underage children as the offenders induce a 
polemic on how the legal settlement shall be implemented considering that he or 
she is still underage. At one hand, he or she commit offenses, which take one's 
life, and on the other hand, he or she is a member of community group susceptible 
and easily affected by new things interesting for him or her without considering 
their impacts. The objectives of this research are to explain (1) the form of 
liability of underage children as traffic accident offenders; (2) the status of 
underage children before the law as traffic accident offenders; and (3) the ideal 
model of legal settlement for the underage children as traffic accident offenders. 
This research used the juridical and empirical research method with the 
descriptive analytical approach. The data of the research consisted of primary and 
secondary ones. They were gathered through in-depth interview and library 
research. The data were then analyzed by using the interactive model of analysis. 
The results of the research are as follows: 1) The form of liability of children as 
traffic accident offenders based on the prevailing laws does not annul the criminal 
charges. However, although the traffic accident offenders are underage children, 
they are obliged to indemnify the loss or to give financial aids to the family of the 
victims, and the responsibility is imposed to their parents as regulated in Article 
1367 of the Indonesian Civil Code. 2) The status of the children before the law as 
the traffic accident offenders are equal. However, the treatment toward the 
children before the law is different from the treatment toward the adult 
considering that they are still unstable. Therefore, the child protection is important 
to be done particularly to those who deal with prevailing laws. 3) The ideal model 
of legal settlement for children as traffic accident offenders is done through 
restorative justice system. The common mechanism applied in the restorative 
justice is penal mediation. Penal mediation is one of the alternatives for dispute 
settlement out of the court. 
 
Keywords: Model of Legal Settlement, Liability of Children, Restorative 

Justice, Penal Mediation 
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PENDAHULUAN 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi 

Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa 

negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena 

itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi 

kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu 

ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi 

anak. 

Dengan semakin meningkatnya kehidupan masyarakat di berbagai bidang, 

maka semakin meningkat pula perbuatan pidana atau pelanggaran hukum yang 

dilakukan oleh masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitasnya yang 

dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini dikarenakan adanya 

persamaan kedudukan baik orang dewasa ataupun anak-anak di muka hukum, 

maka perbuatan pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak 

pun juga harus diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk 

menangani perbuatan pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang 

dewasa sudah ada peraturan hukum yang mengaturnya, seperti Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, untuk menangani perbuatan pidana yang 

dilakukan anak-anak, pemerintah juga telah mengaturnya dengan aturan hukum 

tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor psikologis atau 

perkembangan jiwa anak sehingga diharapkan tidak mengganggu pertumbuhan 

dan perkembangan kepribadian anak dan untuk menjaga kehidupan masa depan 

anak. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini, sebagian besar orang tua 

memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan 

fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Dengan demikian, kasih sayang 

dan perhatian terhadap anak menjadi terabaikan. Kehidupan dan perkembangan 
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anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan remaja. 

Melakukan perbuatan yang negatif yang didukung dengan meningkatnya 

pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan lain yang sangat mempengaruhi dan 

membentuk pertumbuhan jiwa anak-anak maupun kurangnya perhatian orangtua 

mengakibatkan anak-anak melakukan segala perbuatan yang ingin dilakukannya. 

Keadaan ini dapat mempengaruhi anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa 

yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan 

pelanggaran hukum atau perbuatan pidana. 

Oleh karena itu, anak yang melakukan perbuatan pidana harus 

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum 

yang berlaku, tindakan tersebut dimaksudkan untuk ketertiban dan keamanan 

masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan hukum yang diberlakukan antara 

orang dewasa dengan anak-anak. Muhammad Mustofa menyatakan bahwa 

kenakalan anak dibedakan dengan pelaku perbuatan pidana dewasa atas dasar 

beberapa faktor, yaitu: 1) dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun; 2) kenakalan 

anak biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya; 3) dalam menangani kenakalan anak, titik beratnya adalah pada 

kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap perbuatan 

pelanggarannya dan 4) meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan 

anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek 

hukum dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu.1 

Anak-anak pelaku tindak pidana atau yang masih di bawah umur, pidana 

atau hukuman yang diberikan lebih ditekankan pada usaha untuk membina serta 

mengayomi agar mereka menyadari kesalahannya. Fenomena kejahatan anak ini 

janganlah dianggap sebagai fenomena yang berakar pada kekurangan pribadi 

pelakunya, melainkan lebih dipandang sebagai gejala kegagalan dan disorganisasi 

dalam masyarakat. Tujuan pokok diadakannya sidang anak bukanlah untuk 

menghukum si anak, melainkan mendidik kembali (re-educate), dan memperbaiki 

kembali setelah diadili (rehabilite) agar mereka sebagai tunas bangsa yang pernah 

                                                           

1 Muhammad Mustofa. 2007. Kriminologi. Jakarta : FISIP UI Press. Hal. 67 
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tergelincir, kelak dapat menjadi warga negara yang baik dan mampu berpartisipasi 

dalam pembangunan nasional.2 

Baru-baru ini terdapat pemberitaan yang cukup besar di media massa 

tentang kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, 

karena dalam kejadian tersebut terdapat korban yang meninggal dunia. Kejadian 

kecelakaan yang berakibat pada meninggalnya korban, bukanlah merupakan 

kejadian satu-satunya yang melibatkan anak sebagai pelakunya melainkan masih 

ada kasus-kasus lainnya yang tidak terekspos ke media. Menurut Pasal 1 angka 24 

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan 

lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja 

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan 

korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Selanjutnya, dalam Pasal 231 ayat 

(1) UU LLAJ menyebutkan bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu 

lintas memiliki kewajiban: a) menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;     

b) memberikan pertolongan kepada korban; c) melaporkan kecelakaan kepada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan d) memberikan keterangan 

yang terkait dengan kejadian kecelakaan. 

Menurut ketentuan pasal tersebut di atas, maka bagi siapa pun pengguna 

jalan jika kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak melihat apakah pelakunya 

adalah anak di bawah umur ataupun orang dewasa, maka harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Hal ini sebagaimana 

yang disebutkan dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: 

“Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, 
pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan 
bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau 
biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”  
 

Namun dengan adanya kejadian kecelakaan yang melibatkan anak di 

bawah umur sebagai pelakunya, maka timbul polemik tentang bagaimana 

                                                           

2 Maulana Hasan Wadong. 2000. Advokasi Anak dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: 
Gramedia. Hal. 11 
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penyelesaian hukum yang sesuai mengingat pelakunya masih di bawah umur. Di 

satu sisi, anak melakukan tindak pidana yang karena perbuatannya telah 

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sedangkan di sisi lain anak 

merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan dan mudah terpengaruh 

oleh hal-hal baru yang menarik baginya tanpa memikirkan dampaknya bagi orang 

lain. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan kedua sisi tersebut, maka perlu 

adanya model penyelesaian hukum yang adil terhadap anak sebagai pelaku dalam 

kecelakaan lalu lintas sehingga hak-hak anak juga tetap terlindungi. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan 

masalahnya adalah: 1) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban anak sebagai 

pelaku dalam kecelakaan lalu lintas? 2) Bagaimanakah kedudukan anak di 

hadapan hukum sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lntas? 3) Bagaimanakah 

model penyelesaian hukum yang ideal bagi anak sebagai pelaku dalam kecelakaan 

lalu lintas? 

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan 

bentuk pertanggungjawaban anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas. 2) 

Untuk menjelaskan kedudukan anak di hadapan hukum sebagai pelaku dalam 

kecelakaan lalu lintas. 3) Untuk menjelaskan model penyelesaian hukum yang 

ideal bagi anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. 

Sementara itu, jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang 

digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data penelitian 

lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan penelitian kepustakaan. 

Keseluruhan data yang telah diidentifikasi dan dikumpulkan baik, data primer 

maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1. Bentuk Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan 

Lalu Lintas  
Secara internasional instrumen hukum yang mengatur perlindungan 

hak-hak anak terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak 
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(Convention on the Rights of the Child) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh 

lebih dari 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB 

tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara 

Indonesia. Hak anak merupakan bagian integral dari instrumen yang berisi 

rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-

hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi 

manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak 

ekonomi, sosial dan budaya.3  

Di Indonesia, prinsip-prinsip umum serta hak-hak anak dalam konvensi 

Hak Anak yang telah disebutkan di atas, telah diadopsi dalam beberapa 

undang-undang yang telah diberlakukan, misalnya Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur 

tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang anak, misalnya: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan 

dengan masalah anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.  Usia 21 

(dua puluh satu) tahun  tersebut adalah usia di mana anak telah dianggap 

memiliki kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental, 

sehingga seseorang yang telah berusia melebihi 21 (dua puluh satu) tahun 

dianggap telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Pertangungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya 

seseorang telah melakukan tindak pidana. Seseorang dapat bertanggung jawab  

                                                           

3 Muchsin. 2011. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum 
Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)”. Varia Peradilan Tahun XXVI No. 
308 Juli 2011. Jakarta: IKAHI. Hal. 10 
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apabila orang tersebut mampu membedakan perbuatan, mampu menentukan 

kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan menyadari akan perbuatan 

yang dilakukannya. Kesalahan bukan hanya menentukan dapat 

dipertanggungjawabkannya pelaku, tetapi juga dapat dipidananya pelaku. 

Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pelaku 

merupakan cara pandang kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, 

kesalahan yang menentukan dapat dipidananya pelaku merupakan cara 

pandang yang bersifat ke depan dalam hal ini masa depan pelaku. Kesalahan 

harus dapat dikaitkan baik fungsi preventif maupun fungsi represif hukum 

pidana. Fungsi preventif merujuk pada dapat dipertanggungjawabkannya 

perbuatan pelaku. Dalam hal ini merumuskannya kesalahan pelaku (sifat 

melawan hukum) dalam hukum pidana. Sedangkan dapat dipidananya pelaku 

tertuju pada fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini kesalahan pembuat 

menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap pembuat 

tindakan pidana. 

Berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang pengertian 

anak, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan 

kenakalan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari 

tingkat kesesuaian antar kematangan moral dan kejiwaan anak dengan 

kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak 

menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti 

moral dan keadaan psikologi dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan 

pertanggungjawabannya atas kenakalan yang diperbuatnya. 

Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan 

hilangnya jiwa orang lain atau luka-luka ini termasuk tindakan pidana dalam 

katagori pelanggaran yang dapat diselesaikan secara pidana (diselesaikan oleh 

negara) dan dapat juga diselesaikan secara damai. Perbuatan pidana berupa 

hilangnya jiwa orang lain dapat diselesaikan di pengadilan, namun sebelum 

proses pemeriksaan dilakukan pihak Kepolisian terlebih dahulu 

mempertemukan kedua belah pihak yang terkait untuk melakukan perdamaian. 

Hal ini dilakukan semata-mata bukan membela pihak pelaku pelanggaran 
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tersebut namun melihat bagaimana perkembangan fisik, mental dan sosial serta 

masa depan anak apabila diselesaikan secara pidana, karena seorang anak 

belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas 

selalu menimbulkan akibat yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri 

maupun orang lain. Akibat yang timbul dari peristiwa kecelakaan lalu lintas 

mengandung suatu pelanggaran di mana dapat diselesaikan secara perdata, 

yaitu dengan adanya suatu perdamaian dan ganti rugi atas kerugian yang 

timbul dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. 

Menurut ketentuan Pasal 234 Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut: 

a. Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan 
Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita 
oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga 
karena kelalaian Pengemudi. 

b. Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau 
Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan 
jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan 
Pengemudi. 

 
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika: 

a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar 

kemampuan Pengemudi; 

b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau 

c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan 

pencegahan. 

Sementara itu, menurut Pasal 235 Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut: 

(1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, 
Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib 
memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya 
pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak 
menggugurkan tuntutan perkara pidana. 

(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat 
Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau 
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Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada 
korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan 
tuntutan perkara pidana. 
 

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa walaupun 

pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana 

terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap 

melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-

undangan (Pasal 230 UU LLAJ). Jadi, pihak kepolisian tetap akan melakukan 

penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan 

menuntut secara pidana. Ancaman sanksi pidana untuk pengemudi kendaraan 

bermotor penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban 

meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp 12.000.000 (Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ).  

Oleh karena pelaku dari kecelakaan lalu lintas adalah seorang anak di 

bawah umur, maka kewajiban untuk mengganti kerugian ataupun memberikan 

bantuan kepada keluarga korban dapat dimintakan pertanggungjawabannya 

terhadap orang tua dari si anak, seperti diatur didalam Pasal 1367 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yaitu: 

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang 
disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka 
dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. 
 

Menurut ketentuan tersebut, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban 

atas kerugian yang diderita adalah orang tua kandung/wali dari si anak ataupun 

orang dewasa yang tinggal bersama anak tersebut. Adapun bentuk kerugian 

yang dapat dimintakan merupakan kerugian perdata, seperti: biaya pengobatan, 

biaya pemakaman, biaya ganti rugi kerusakan kendaraan, sedangkan kerugian 

dalam bentuk pidana hanya bisa dijalani oleh si anak. Hal ini sesuai dengan 

prinsip hukum pidana yaitu siapa yang melakukan tindak pidana, dia yang 

harus bertanggung jawab, atau dengan kata lain suatu pemidanaan tidak bisa 

dialihkan kepada pihak lain, namun karena pelakunya adalah anak, maka yang 

akan digunakan ialah proses sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 
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tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

 
2. Kedudukan Anak di Hadapan Hukum Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan 

Lalu Lintas 
Indonesia adalah negara hukum dimana setiap tingkah laku manusia di 

dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara diatur dengan hukum. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, yang memuat norma atau 

kaidah hukum yang bersifat mendasar yang menjadi landasan bagi 

pembentukan dan penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Negara 

Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara 

mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini 

merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat 

kerakyatan. Pasal 27 ayat (1) menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga 

negara di dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban warga negara dalam 

menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa perkecualian. Hal ini 

menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak 

adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa setiap warga negara 

memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk juga dalam hal 

ini adalah anak. Dengan demikian, apabila ada anak yang melakukan 

pelanggaran hukum juga akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat 

kesalahan yang dilakukan. Namun, perlakuan kepada anak yang berhadapan 

dengan hukum berbeda dengan orang dewasa, mengingat kondisi anak yang 

masih labil. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak penting untuk 

dilakukan terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Mengingat bahwa semua warga negara kedudukannya sama di depan 

hukum, termasuk anak sebagai pelaku pelanggaran hukum, maka terhadap 



10 

 

 

anak ini perlakuannya harus berbeda dengan orang dewasa. Hal ini 

dikarenakan kondisi anak yang belum stabil. Oleh karena itu, anak perlu 

dilindungi oleh hukum. Anak sebagai pelaku pelanggaran hukum perlu 

dilindungi, karena anak memiliki fisik yang lemah, anak memiliki kondisi yang 

masih labil dan anak memerlukan bimbingan dan pendidikan.  

Kedudukan anak yang sama di hadapan hukum sebagai pelaku tindak 

pidana perlu untuk dilindungi. Hal ini sebagai salah satu perwujudan tujuan 

bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar  

1945 alinea 4 (empat) yang berbunyi: “.....melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk  memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial.......”. Selain itu, juga diatur dalam Pasal 28D (1) yang 

berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil  serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 

Banyaknya kasus kriminalitas yang melibatkan anak sebagai pelakunya, 

terdapat banyak faktor yang melatarbelakanginya seperti ekonomi, 

keluarga/lingkungan, dan lain-lain. Khusus untuk kasus kecelakaan lalu lintas, 

faktor keluarga yang paling mengedepan sehingga kasus ini terjadi. Selain itu, 

faktor lingkungan juga sangat berperan sehingga hal ini terjadi. Lingkungan 

adalah tempat perkembangan sosial, dan pada fase inilah saatnya remaja telah 

mengalami perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain (social 

cognition) dan menjalin persahabatan. Remaja memilih teman yang memiliki 

sifat dan kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya, misalnya sama 

hobi, minat, sikap, nilai-nilai, dan kepribadiannya. 

Kedudukan ABH yang selalu dinilai negatif oleh masyarakat dapat 

mempengaruhi perkembangan jiwa anak, karena ABH sendiri juga merupakan 

korban lingkungan, korban penelantaran dan korban ekonomi sehingga 

kedudukan ABH tidak hanya dinilai sebagai anak yang bermasalah, namun 

mereka juga anak-anak yang telah kehilangan hak-haknya yang tercantum 

dalam berbagai undang-undang, baik sebelum mereka melakukan tindak 
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pidana dan bahkan setelah mereka melakukan tindak pidana dan ditangani oleh 

aparat, hak-hak mereka malah semakin terampas. Oleh karena itu, aparat 

diharapkan untuk mengaplikasikan pilihan penanganan kasus ABH yaitu 

diskresi, diversi dan keadilan restoratif. Pilihan penanganan ini dinilai lebih 

efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan anak, yaitu membina anak untuk 

berubah menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam undang-

undang pun disebutkan bahwa pengadilan merupakan pilihan terakhir dalam 

pemidanaan terhadap ABH. Artinya, selama ABH masih bisa dibimbing, 

dibina dan dapat memperbaiki karakternya di luar penjara, maka hal tersebut 

akan sangat menguntungkan bagi ABH dan secara tidak langsung juga 

menguntungkan negara. Hal ini karena akan semakin sedikit anak-anak nakal 

yang dididik di dalam penjara yang dikhawatirkan justru akan dapat menjadi 

seorang kriminal sejati saat mereka keluar dari penjara. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dipandang sebagai 

pelanggaran manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan 

kewajiban dari semua pihak untuk untuk terus berusaha dan membuat segala 

sesuatunya menjadi lebih baik melalui pelibatan semua pihak untuk mengambil 

semua peran guna mencari solusi terbaik, baik untuk kepentingan pihak-pihak 

yang menjadi korban dan bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa 

mendatang. Dengan cara demikian, diharapkan setiap tindak pidana yang 

melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan keadilan restoratif sehingga 

menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar 

dari trauma psikologis dan sigmatisasi sebagai ekses penegakan hukum 

formal/pengadilan.4 

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Azlinda Azman dan Mohd Taufik bin Mohammad yang menyebutkan bahwa 

posisi korban semakin diakui dalam sistem peradilan pidana di seluruh dunia. 

Karena itu, sistem peradilan pidana di berbagai negara perlahan-lahan berubah 

dari berfokus terlalu banyak pada hubungan antara pelaku dan sistem hukum 
                                                           

4 Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi. 2009. “Model Peradilan Restoratif 
Dalam Sistem Peradilan Anak. Jurnal Dinamika Hukum, Vo. 9 No. 3 September 2009. Hal. 193 
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dengan antara pelaku dan korban-korban mereka. Beberapa program yang 

disorot seperti konferensi mediasi korban-pelaku, kelompok keluarga, perintah 

rehabilitasi dan perintah rujukan. Temuan dari beberapa studi mendukung 

efektivitas program pada kedua korban dan pelaku dalam hal beberapa 

pengukuran seperti kepuasan dan pengulangan perbuatan. Melihat revolusi ini, 

akademisi Malaysia dan profesional mulai menyadari keadilan restoratif 

sebagai revolusi mungkin untuk pidananya dalam sistem peradilan, tetapi 

sistem peradilan pidana Malaysia pertama-tama perlu memperkuat atau 

membangun komponen adanya dukungan kejahatan yang dialami korban, 

karena ini adalah salah satu prinsip utama keadilan restoratif. Saat ini, 

Malaysia masih berfokus pada pelaku dan hubungan mereka dengan sistem 

hukum, tetapi tidak banyak yang memperhatikan dari sisi korban sendiri 

(konsekuensi fisik, emosional, dan psikologis dari kejahatan). Beberapa 

masalah mungkin muncul sebelum pelaksanaan formal keadilan restoratif 

dibahas. Masalah-masalah (budaya, pelatihan, dan sikap orang Malaysia, 

termasuk para korban, pelaku, dan mereka yang bekerja dengan mereka) dapat 

mempengaruhi efisiensi program keadilan restoratif jika tidak diidentifikasi 

secara sistematis.5 

 
3. Model Penyelesaian Hukum yang Ideal Bagi Anak Sebagai Pelaku Dalam 

Kecelakaan Lalu Lintas 
Penyelesaian dengan cara alternatif melalui pendekatan partisipatif 

memberi harapan yang prospektif dalam menyelesaikan masalah. Dalam 

berbagai upaya penyelesaian hukum, cara alternatif terbukti lebih banyak 

berhasil dibandingkan dengan dilakukan melalui pengadilan. Alternative 

Dispute Resolution (ADR) is an appurtenant nominee for such an approach. By 

its very nomenclature, ADR is an alternative, or at the least, a supplemental 

process to litigation. By opting to pursue ADR, the parties use a process that is 

different and distinct from litigation. Simply put, ADR refers to a process by 

                                                           

5 Azlinda Azman dan Mohd Taufik bin Mohammad. 2012. “Crime Victims Support System and 
Restorative Justice: Possible Implementation in Malaysia”. Journal of Arts and Humanities (JAH), 
Volume -1, No.-2, October, 2012. Malaysia: Universiti Sains Malaysia. Hal. 18 
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which parties settle their disputes “out of court”. (Alternatif penyelesaian 

sengketa adalah calon penghubung untuk beberapa pendekatan penyelesaian 

sengketa. Sesuai dengan namanya, ADR merupakan alternatif dari proses 

pengadilan yang bersifat tambahan. Dengan memilih ADR, para pihak 

menggunakan proses yang jelas berbeda dari sistem pengadilan. Secara 

sederhana, ADR berkaitan dengan proses di mana para pihak yang bersengketa 

dapat menyelesaikannya di luar pengadilan).6 

Pengaturan mengenai penerapan keadilan restoratif yang berorientasi 

pada pemenuhan kepentingan terbaik bagi ABH pada masa sebelum diterbitkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah menggunakan peraturan-

peraturan internal instansi penegak hukum sebagai penunjang bagi pelaksanaan 

tugas dan jabatan mereka, diantaranya:7 

1. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas 
DepKumHAM RI tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang 
berhadapan dengan hukum. 

2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang 
kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu 
khusus untuk anak yang akan disidangkan. 

3. Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan 
mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007 Peraturan 
KAPOLRI 10 Tahun 2007 Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 
(PPA). 

4. Peraturan KAPOLRI Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan RPK dan 
tata cara pemeriksaan saksi & korban Tindak Pidana. 

5. Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip 
dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian 
Rapublik Indonesia, BN Nomor 150 Tahun 2009. 

6. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan 
TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi dan restorative 
justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan 
terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi. 

7. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor: 12/PRS-
2/KPTS/2009, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 
M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 

                                                           

6 Aashit Shah. 2004. “Using ADR to Solve Online Disputes”. Richmond Journal of Law & 
Technology, Volume X, Issue 3. http://law.richmond.edu/jolt/v10i3/article25.pdf. Hal. 1-2. 
Diakses pada hari Senin, 5 Mei 2014, jam 19.50 WIB 
7 Imam Hermanda. Tanpa Tahun. “Penerapan Mediasi Penal Dalam Penanganan Kasus Tindak 
Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”. Jurnal Publikasi. Depok: Universitas Indonesia. Hal. 21 
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11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor: 06/XII/2009 dan 
Kepolisian Negara RI Nomor: B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan 
Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, tanggal 15 
Desember 2009. 

8. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, 
Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri 
Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, 
NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/ 
2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, NO. 10/PRS-
2/KPTS/2009,NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 
tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. 
 

Penyelenggaraan tugas Polri sebagaimana disebutkan di atas, selaras 

dengan kewenangan kepolisian. Salah satu wewenang polisi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mengadakan tindakan lain 

menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan dalam melakukan 

tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dapat dilaksanakan oleh penyelidik atau 

penyidik dengan syarat: a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b) 

selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan; c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan 

jabatannya; d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; 

dan e) menghormati hak asasi manusia. 

Sementara itu, untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya 

sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu, tidak 

bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kode 

etik profesi kepolisian. Selain itu, yang juga harus dilakukan dalam 

menjalankan wewenang diskresi adalah mempertimbangkan manfaat serta 

resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Dengan 

demikian, kewenangan diskresi tetap dilakukan dengan mempertimbangkan 

syarat yang telah ditentukan serta manfaat dan risiko dari pengambilan 

tindakan tersebut. Penggunaan kebijakan berupa kewenangan diskresi yang 

dimiliki aparat penegak hukum hendaknya berorientasi bagi kepentingan 
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terbaik bagi anak  dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak berhadapan dengan hukum. 

Saat ini, untuk menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan 

hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan 

pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan 

mencapai perdamaian antara korban dan anak. Selain itu, menyelesaikan 

perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan 

kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan 

rasa tanggung jawab kepada anak. 

Oleh karena itu, pendekatan dengan model penyelesaian yang bersifat 

restoratif atau disebut keadilan restoratif lebih layak diterapkan dalam 

menangani pelanggar hukum usia anak. Hal ini sebagaimana hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Kevin Haines, Stephen Case, Katie Davies, Anthony 

Charles yang menyebutkan bahwa the Swansea Biro merupakan sebuah 

inisiatif inovatif yang dirancang untuk mengalihkan kaum muda keluar dari 

sektor formal dalam proses Sistem Peradilan Anak yang diterapkan di negara 

Inggris. The Swansea Biro merupakan bentuk pengalihan sederhana yang 

didasarkan pada batas minimal atau non intervensi dalam menanggulangi 

penyebab kejahatan pemuda melalui mekanisme yang mendorong pemuda dan 

mempromosikan perilaku prososial, hak-hak anak, partisipasi pemuda dan 

keterlibatan kedua orang tua/wali dan masyarakat setempat.8  

Hasil penelitian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Brian Payne 

dan Vicky Conway yang menunjukkan bahwa beberapa contoh penggunaan 

keadilan restoratif di Irlandia Utara telah diteliti secara detail, dimana telah 

bekerja lebih luas dari konteks yang sebenarnya, termasuk sekolah dan rumah 

perawatan anak-anak. Hal ini merupakan keragaman dalam penyebaran 

keadilan restoratif yang digunakan dalam membingkai argumen untuk keadilan 

                                                           

8 Kevin Haines, Stephen Case, Katie Davies, Anthony Charles. 2013. “The Swansea Bureau: A 
Model of Diversion From The Youth Justice System”. International Journal of Law, Crime and 
Justice, xx (2013) 1 – 21. United Kingdom: Swansea University. Hal. 1 
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restoratif sebagai pijakan kuat oleh pemerintah mengingat potensi besar 

Irlandia Utara menjadi 'masyarakat restoratif'. Temuan kunci dari penelitian 

pemetaan yang disajikan adalah sebagai penjelasan untuk memperkuat temuan 

sebelumnya dalam praktek keadilan restoratif dan sebagai fasilitator untuk 

pertumbuhan lebih lanjut baik di Irlandia Utara dan di yurisdiksi lain.9 

Demikian pula di Indonesia, dengan disahkannya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam 

menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus 

mengedepankan keadilan restorative. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 7 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 11, 

dijelaskan bahwa dalam rangka penanganan anak berhadapan dengan hukum, 

baik oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, wajib dilakukan terlebih dahulu 

mengupayakan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversi 

dilakukan bersama pelaku/keluarganya, pembimbing kemasyarakatan dan 

tokoh masyarakat, serta upaya diversi dilakukan dengan berorientasi pada 

perdamaian sebagai tujuan akhirnya. Pemidanaan terhadap anak berhadapan 

dengan hukum dijadikan sebagai ultimum remedium.  

Hal tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan pendapat Soerjono 

Soekamto yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi law 

enforcement, terdiri dari: a) faktor hukumnya sendiri; b) faktor penegak 

hukum; c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;       

d) faktor masyarakat; dan e) faktor kebudayaan.10 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka terlihat adanya kaitan 

tentang keadilan restoratif, dimana perlu dibangun kerjasama antara institusi 

penegak hukum dengan masyarakat (unsur budaya) yang mempengaruhi proses 

law enforcement. Keadilan restoratif menuntut proses peradilan pidana dengan 

memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban sebagai pihak yang 

                                                           

9 Brian Payne dan Vicky Conway. 2011. “A Framework for a Restorative Society? Restorative 
Justice in Northern Ireland”. European Journal of Probation, Vol. 3, No.2, 2011, pp 47 – 73 ISSN: 
2006 – 2203. Irlandia Utara: Queen’s University Belfast. Hal. 47 
10 Soerjono Seokanto. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: 
Rajawali Press. Hal. 4-5 
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dirugikan akibat perbuatan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran 

paradigma dalam pemidanaan untuk menempatkan mediasi penal sebagai 

bagian dari sistem peradilan pidana. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana 

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang 

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 

Keadilan restoratif memberi peran utama kepada pelaku, korban, 

keluarga dan orang lain yang mempunyai hubungan erat dengan mereka untuk 

memutuskan substansi yang disepakati. Pelaksanaannya harus benar-benar 

sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, seperti membangun tanggung 

jawab pelaku atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap orang 

lain. Hal inilah yang membedakan antara keadilan restoratif dengan keadilan 

retributif yang lebih menekankan pada aspek penghukuman kepada pelaku. 

Keadilan restoratif dapat dilaksanakan secara langsung sebelum atau 

sesudah tindak pidana masuk dalam proses sistem peradilan pidana. Kasus 

pidana yang belum masuk ke dalam sistem penegakan hukum pidana dilakukan 

dengan cara diskresi (kebijaksanaan). Sedangkan kasus pidana yang sudah 

masuk ke dalam sistem penegakan hukum pidana dilakukan dengan cara pihak 

aparat mengambil tindakan mengalihkan kasus pidana yang terjadi ke proses 

informal (diversi). Prosesnya dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung 

situasi dan kondisi yang ada. Keadilan restoratif merupakan salah satu proses 

diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu 

bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk 

membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, 

anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, 

dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Keadilan 

restoratif atau keadilan restorasi dinilai sebagai paradigma baru dalam 

menyikapi tindak kejahatan yang dapat direstorasi kembali, pelaku didorong 
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untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, 

keluarganya dan juga masyarakat. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anne 

Hayden yang menyebutkan bahwa pada keadilan restoratif ditemukan memiliki 

lebih banyak hal untuk ditawarkan sebelumnya, dan dengan hasil yang lebih 

baik. Sebagian besar peserta menyatakan keinginan mereka untuk bisa 

menyelesaikan kasusnya melalui keadilan restoratif dengan hasil yang mungkin 

berbeda dan lebih meningkat. Analisis data menunjukkan bahwa keselamatan 

bisa dipertimbangkan dalam berbagai cara sebagai perbaikan pada sistem 

peradilan pidana, namun potensi keadilan restoratif juga menjadi kurang aman. 

Identifikasi cara untuk membuat keadilan restoratif lebih aman merupakan 

sumber daya yang berharga. Keadilan restoratif terlihat kepada mereka yang 

secara langsung terkena dampak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, 

dengan menawarkan lebih banyak pilihan dan rasa keadilan yang lebih besar 

daripada keadilan pada sistem peradilan pidana.11 

Mekanisme yang umum diterapkan dalam keadilan restoratif adalah 

mediasi antara korban dan pelaku. Mediasi penal dimaksudkan untuk 

mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mediasi penal 

merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan (dikenal dengan istilah ADR atau Alternative Dispute Resolution). 

Dalam berbagai asas dan model pendekatan keadilan restoratif, proses dialog 

antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari 

penerapan keadilan ini. Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai 

media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga 

mediasi. Mediasi penal dirancang untuk mencari kebutuhan yang menjadi 

prioritas korban khususnya kebutuhan untuk didengar keinginan-keinginan 

mengenai: 1) bentuk tanggung jawab pelaku; 2) kebutuhan akan pengobatan 

atau pendampingan bagi korban; dan 3) tindak pidana bagi kedua pihak dan 

                                                           

11 Anne Hayden. 2012. “Safety Issues Associated With Using Restorative Justice for Intimate 
Partner Violence”. Women’s Studies Journal, Volume 26 Number 2, December 2012: 4-16.  ISSN 
1173-6615. New Zealand: Women’s Studies Association. Hal. 15 
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berdiskusi tentang penanganan, usaha perbaikan dari dampak yang diderita 

oleh keduanya. 

Di Indonesia, sebenarnya mediasi penal sudah diterima sebagai bagian 

dari sistem aturan hukum pidana, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep mediasi penal 

muncul dalam ide diversi yang esensinya adalah pengalihan penyelesaian 

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, 

namun diversi tersebut dapat dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim. 

 
PENUTUP 

Pertama, anak belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan 

kesalahannya. Oleh karena itu, negara melindungi hak-hak anak sebagai pelaku 

dalam kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dari kecelakaan lalu lintas 

adalah seorang anak di bawah umur, maka kewajiban untuk mengganti kerugian 

ataupun memberikan bantuan kepada keluarga korban dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya terhadap orang tua dari si anak, seperti diatur didalam 

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bentuk kerugian yang dapat 

dimintakan merupakan kerugian perdata, seperti: biaya pengobatan, biaya 

pemakaman, biaya ganti rugi kerusakan kendaraan, sedangkan kerugian dalam 

bentuk pidana hanya bisa dijalani oleh si anak. Kedua, kedudukan anak di 

hadapan hukum sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas adalah sama. Hal ini 

sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) 

yang menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum 

dan pemerintahan dan kewajiban warga negara dalam menjunjung hukum dan 

pemerintahan tanpa perkecualian. Namun, kedudukan anak yang sama di hadapan 

hukum sebagai pelaku tindak pidana perlu untuk dilindungi, karena anak memiliki 

fisik yang lemah, anak memiliki kondisi yang labil serta anak masih memerlukan 

bimbingan dan pendidikan. Ketiga, model penyelesaian hukum yang ideal bagi 

anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas adalah melalui sistem keadilan 

restoratif yang dapat dilaksanakan secara langsung sebelum atau sesudah tindak 



20 

 

 

pidana masuk dalam proses sistem peradilan pidana. Mekanisme yang umum 

diterapkan dalam keadilan restoratif adalah mediasi penal. Mediasi penal 

dimaksudkan untuk mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban. 

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan. 

Sementara itu, berdasarkan kesimpulan sebagaimana disebutkan di atas, 

maka dapat disarankan kepada pemerintah yaitu untuk melembagakan praktik 

mediasi penal sebagai lembaga penyelesaian perkara pidana yang legal, sebaiknya 

pemerintah memberikan payung hukum dalam bentuk perundang-undangan guna 

menentukan kekuatan hukum hasil kesepakatan dalam mediasi penal sebagai 

alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana atau sebagai alasan hapusnya 

kewenangan menjalankan pidana bagi pelaku. 

Selanjutnya, saran kepada kepolisian sebaiknya untuk kasus kecelakaan 

lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya, pihak kepolisian lebih 

mengedepankan penyelesaian melalui sistem keadilan restoratif dengan cara 

mediasi penal. 

Saran untuk kejaksaan, supaya dalam melakukan pemeriksaan hukum 

kepada anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilakukan dalam situasi 

kekeluargaan serta menghindari sikap dan perilaku yang membuat anak tertekan. 

Saran untuk pengadilan, sebaiknya setiap pengadilan menyediakan satu 

ruang khusus untuk pengadilan anak dan ruang tunggu anak sebelum pelaksanaan 

sidang. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat kondisi anak yang berbeda 

dengan orang dewasa sehingga perlu adanya khususan perlakuan selama dalam 

persidangan. 

Adapun bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperdalam 

dan mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai penyelesaian hukum 

dengan anak sebagai pelakunya selain melalui mediasi penal, misalnya melalui 

mekanisme lembaga adat.  
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